BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 26 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN

Menimbang

Mengingat

BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, maka Peraturan Bupati Malang
Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan
Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial, sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Bupati Malang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Bupati Malang Nomor 4 Tahun 2012
tentang Pedoman Pelaksanaan Belanja Hibah dan Belanja
Bantuan Sosial, perlu untuk disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, maka perlu melakukan Perubahan Keempat
atas Peraturan Bupati Malang Nomor 4 Tahun 2012
tentang Pedoman Pelaksanaan Belanja Hibah dan Belanja
Bantuan Sosial dengan Peraturan Bupati;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4829);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 465);



17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006
Nomor 6/A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2010 Nomor 4/A);

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2011
tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 3/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016
Nomor 1 Seri C);

Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2011 Nomor 12 Seri E);

Peraturan Bupati Malang Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pelaksanaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan
Sosial (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012
Nomor 2/A), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 17 Tahun 2016
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Malang
Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan
Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial (Berita Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 6/A);

Peraturan Bupati Malang Nomor 46 Tahun 2016 tentang
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2016 Nomor 19 Seri C);



Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BELANJA HIBAH DAN
BELANJA BANTUAN SOSIAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Malang
Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Belanja
Hibah dan Belanja Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten
Malang Tahun 2012 Nomor 2/A), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Malang
Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Bupati Malang Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pelaksanaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan
Sosial (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016
Nomor 6/A), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah kepada:

a. Pemerintah Pusat;

b. Pemerintah Daerah lainnya;

c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik
Daerah; dan/atau

d. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan
yang berbadan hukum Indonesia.

(2) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan setelah  memprioritaskan pemenuhan
belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.

(3) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran
program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan
memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas,
dan manfaat untuk masyarakat.

(4) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memenuhi kriteria paling sedikit:

a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;



b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat, dan;
tidak terus menerus setiap tahun anggaran,
kecuali:

1. kepada Pemerintah Pusat dalam rangka
mendukung penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah wuntuk keperluan mendesak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan/atau

2. ditentukan lain oleh peraturan perundang-
undangan,;

d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah
Daerah dalam mendukung terselenggaranya
fungsi pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan; dan

e. memenuhi persyaratan penerima Hibah.

2. Ketentuan Pasal 5 dihapus.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 6

(1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diberikan
kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga
pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya
berada dalam daerah yang bersangkutan.

(2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diberikan
kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3) Hibah kepada badan usaha milik negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(4) Hibah kepada badan usaha milik daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan
dalam rangka untuk meneruskan Hibah yang diterima
Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



(5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan
kepada badan dan lembaga:

a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang
dibentuk berdasarkan peraturan perundang-
undangan;

b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang
telah memiliki surat keterangan terdaftar yang
diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau
Bupati/Walikota; atau

c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial
kemasyarakatan berupa kelompok
masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat, dan keberadaannya
diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah
Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari
pimpinan instansi vertikal atau Kepala SKPD
terkait sesuai dengan kewenangannya.

(6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang
berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan kepada
organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum
yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang
berbadan  hukum = perkumpulan, yang telah
mendapatkan pengesahan badan hukum dari
kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak
asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 7

(1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan
persyaratan paling sedikit:

a. memiliki kepengurusan di daerah domisili;

b. memiliki keterangan domisili dari Lurah/Kepala
Desa setempat atau sebutan lainnya; dan

c. berkedudukan dalam  wilayah administrasi
Pemerintah Daerah dan/atau badan dan lembaga
yang berkedudukan di luar wilayah administrasi
Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian
sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah
pemberi Hibah.



(2)

Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) diberikan dengan
persyaratan paling sedikit:

a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi
urusan hukum dan hak asasi manusia paling
singkat 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh
peraturan perundang-undangan,;

b. berkedudukan dalam  wilayah administrasi
Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan

c. memiliki sekretariat tetap di daerah yang
bersangkutan.

5. Ketentuan Pasal 22A diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Pasal 22A

Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau

keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22

huruf a, terdiri atas bantuan sosial kepada individu

dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak
dapat direncanakan sebelumnya.

Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu

dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat
penerima dan besarannya pada saat penyusunan

APBD.

Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dari calon

penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.

Jumlah pagu wusulan Kepala SKPD sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) paling tinggi 50% (lima puluh

persen) dari pagu bantuan sosial yang berdasarkan
usulan dari calon penerima.

Bantuan sosial berdasarkan wusulan Kepala SKPD

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) khusus untuk

yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. calon penerima bantuan sosial memiliki
keterbatasan/kemampuan untuk dapat
mengajukan usulan/permohonan bantuan sosial
secara tertulis yang disebabkan faktor latar
belakang sosial dan pendidikan, serta keterbatasan
fisik dan mental;



(6)

(7)

b. usulan bantuan sosial untuk bidang/kegiatan yang
mendukung pencapaian prioritas pembangunan
daerah;

c. usulan bantuan sosial untuk bidang/kegiatan yang
didanai dari alokasi anggaran yang penggunaannya
bersifat khusus (specific grant) seperti Dana Alokasi
Khusus, Bantuan Keuangan Provinsi, dan sumber
dana lain yang sejenis.

Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan
sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial
yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan
APBD yang apabila ditunda penanganannya akan
menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi
individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan
sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak
melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

Pasal 26

Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan
tertulis kepada Bupati.

Bupati menunjuk SKPD terkait/Bagian untuk
melakukan evaluasi dan verifikasi usulan tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Format A.
Kepala SKPD terkait/Bagian sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi dan
verifikasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui
TAPD dengan format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Format B.

Untuk bantuan sosial yang berasal dari usulan Kepala
SKPD, maka Kepala SKPD langsung menyampaikan
usulan bantuan sosial dan rekomendasi kepada Bupati
melalui TAPD.

TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)
sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan
Daerah.
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Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen

pada tanggal 31 Agustus 2018

BUPATI MALANG,

ttd

H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Kepanjen

pada tanggal 31 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd

DIDIK BUDI MULJONO

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2018 Nomor 9 Seri A



